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Paradigma diseminasi ekonomi hijau tidak terlepas dari resiko, kendala, dan
tantangan. Diantara problematika implementasi konsep ini adalah trade-off antara
pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan dan resiko ketimpangan akibat
distribusi faktor produksi ramah lingkungan yang tidak merata.' Di Indonesia
sendiri implementasi ekonomi hijau masih terfragmentasi, juga terjadi beberapa
permasalahan fundamental seperti disharmoni peraturan perundang-undangan,
inkonsistensi pemerintah, sikap pasif masyarakat, juga kebijakan pemerintah yang
tidak menunjukkan model komprehensif penerapan ekonomi hijau.> Munculnya
problematika mendasar dalam penerapan ekonomi hijau tidak terlepas dari
pengaruh etika lingkungan (environmental ethics) yang menjadi landasan filosofis
diseminasi ekonomi hijau secara global.” Indonesia seharusnya menerapkan
langkah mandiri yang visioner dengan merancang model penerapan ekonomi
hijau yang implementatif, komprehensif, dan sesuai dengan karakteristik bangsa
Indonesia. Demi memenuhi tuntutan tersebut, perancangan model penerapan
ekonomi hijau di Indonesia sebaiknya mengambil landasan filosofis dari Islamic
eco-ethics yang secara substatif menyajikan gagasan tentang perspektif ekonomi
Islam akan hubungan manusia dengan lingkungan. Kesesuaian Islamic-eco-ethics
sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi hijau di Indonesia semakin jelas
ketika terungkap keselarasan model ekonomi hijau yang bernafaskan Islamic eco-
ethics dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan konstitusi negara Indonesia.
Konsep ini juga diyakini mampu menjawab berbagai problematika penerapan
ekonomi hijau di Indonesia maupun resiko permasalahan yang berasal dari kancah
internasional yang berdampak buruk bagi Indonesia. Esai ini mengkaji bagaimana
Islamic-eco-ethics mampu menjadi landasan filosofis yang ideal dalam
implementasi model perekonomian yang benar-benar hijau di Indonesia.

Etika lingkungan (environmental ethics) merupakan landasan filosofis
diseminasi global ekonomi hijau sekarang ini. Tetapi, etika lingkungan
menghadapi dilema moral dan problematika epistemologis terutama perdebatan
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ini berimbas pada lemahnya penerapan ekonomi hijau karena tidak adanya esensi
yang absah mengenai pola hubungan manusia dan alam. Selain itu, keterbatasan
visi mengakibatkan lemahnya objektif dari etika lingkungan sehingga paradigma
pengetasan permasalahan lingkungan sangat minim akan proses berkelanjutan
yang ideal.’

Penerapan ekonomi hijau berbasis environmental ethics merupakan bentuk
pragmatisme negara-negara di dunia akan isu-isu lingkungan. Kesadaran berbasis
pragmatisme ini berkesesuaian dengan teori Van Peursen yang menyatakan bahwa
pola hubungan manusia dengan kebudayaan berkembang melalui tiga tahapan,
yaitu tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Tahapan mistis adalah
fase ketika manusia percaya dengan hal-hal niskala seperti kekuatan dibalik alam
semesta dan hal-hal bersifat magis. Tahapan ontologis adalah fase ketika manusia
mulai menguasai alam dan mengeksploitasinya. Sedangkan tahapan fungsionalitas
adalah fase ketika manusia mulai sadar akan deteriorasi lingkungan dan mulai
memelihara hubungan yang baik dengan alam.®

Implementasi ekonomi hijau di Indonesia seharusnya berupa model ekonomi
hijau yang implementatif, inovatif, reliabel, dan komprehensif. Bukan sekedar
kebijakan-kebijakan low carbon emision ataupun model ekonomi hijau berbasis
etika lingkungan yang tidak absah. Urgensi perancangan model ekonomi hijau
yang komprehensif dan selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia ini
dilandasi dengan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu mega-dioversity dunia
yang mengalami degradasi ekosistem dari tahun ke tahun.

Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan.
Setidaknya terdapat dua agenda fundamental demi menyokong pembangunan
berkelanjutan yaitu implementasi sistem ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga
tradisional pengelolaan sumber daya islami.” Salah satu bentuk implementasi
sistem ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan adalah rekomendasi
landasan filosofis berupa Islamic Eco-ethics.® Secara substantif, konsep Islamic
eco-ethics menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap
hubungan manusia dengan lingkungan. Maka, implementasi Islamic eco-ethics
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merupakan salah satu bentuk kontribusi ekonomi Islam dalam membangun bangsa
yang bermartabat.

Islamic Eco-Ethics adalah prinsip dasar etika Islam (yang secara komprehensif
telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam) seperti al-adl (keadilan),
istihan (preferensi kepada yang lebih baik), maslahah (kebutuhan publik), wurf
(kebiasaan), istishlah (perbaikan) dan /’tidal (harmoni) yang merupakan norma
bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam.’

Islamic Eco ethics mengajarkan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang
teguh dan beberapa hal yang patut dijauhi karena dapat mengakibatkan
disharmoni manusia dengan alam. Prinsip Islamic eco-ethics yang paling
fundamental adalah A¢-Tauhid (Mengesakan Allah swt) dan Al-khilafah (Manusia
sebagai wakil Allah). Al-khilafah tersebut berupa Amanah, [’mar-l-ardh
(membangun bumi), dan An-nadzafah wa-l-jamal (kebersihan dan keindahan).
Sedangkan hal-hal yang wajib dijauhi karena mengakibatkan kehancuran
lingkungan adalah al-fasad fi-l-ardh (kerusakan di muka bumi), israf (berlebih-
lebihan), tabdzir (menyia-nyiakan), dan dharar (kejahatan atau kerusalkam).10

Berbeda dengan penerapan ekonomi hijau berbasis etika lingkungan yang tidak
relevan, implementasi ekonomi hijau berbasis Islamic eco-ethics sangatlah sesuai
dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang multikultural,
masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, golongan, dan ras. Tetapi dari
disparitas tersebut tampak sebuah keunikan. Hampir seluruh bangsa Indonesia
adalah umat beragama. Hal ini selaras dengan data hasil sensus penduduk tahun
2010 bahwa 87.18% dari penduduk Indonesia adalah muslim, 6.96% Protestan,
2.91% Katolik, 2.69% Hindu, 0.72% Budha, 0.05% Khong Hu Chu, 0.13% Lain-
Lain, and 0.38% belum disensus.!! Berdasarkan data tersebut, 99,62 %
masyarakat Indonesia mengakui adanya tuhan dan berpotensi untuk membangun
harmoni antara dirinya dengan alam berbasis Islamic eco-ethics. 87.18% dari
masyarakat Indonesia berpotensi menjalankan [Islamic eco-ethics dalam
kehidupan secara kaffah. Selain itu 12,44 % masyarakat Indonesia berpotensi
menganut nilai-nilai universal yang terkandung dalam Islamic eco-ethics.

Maka tindakan yang perlu dilakukan bukan sekedar mendorong masyarakat
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tetapi ke tahapan paling mulia yaitu ketika masyarakat mampu mengatur harmoni
hubungan dengan alam berlandaskan aturan sang Pencipta. Jadi masih ada
tahapan yang lebih tinggi dari tahapan fungsionalitas yaitu fase ketika manusia
membangun harmoni dengan alam berlandaskan ajaran sang Pencipta yang
terangkum dalam konsep Islamic eco-ethics. Tentunya hal ini berseberangan
dengan teori Auguste Comte yang menyatakan bahwa manusia bergerak ke arah
positif dengan membangun Religion de ['Humanité dan meninggalkan
kepercayaan tuhan tradisional."?

Selain kesesuaian Islamic eco-ethics dengan sosiokultural masyarakat
Indonesia, Penerapan Islamic eco-ethics sebagai landasan filosofis perancangan
model ekonomi hijau yang ideal telah memiliki legal basis yang termaktub dalam
UUD 1945. sehingga implementasi konsep tersebut merupakan pengejawantahan
konstitusi negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945
merupakan green constitution yang menjadi landasan hukum penerapan ekonomi
hijau di Indonesia."® Selain itu, dijelaskan juga pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945
yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.'*
Maka penduduk Indonesia yang ideal adalah yang meyakini akan keberadaan
tuhan. Dengan demikian Islamic eco-ethics bukan sekedar selaras dengan
konstitusi negara republik Indonesia, tapi memiliki landasan hukum yang absah
yang berasal dari konstitusi negara Indonesia.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, perlu diadakan pengujian semua
perundang-undangan yang bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 diatas.
Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”, maka setiap landasan
hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar sebaiknya diperbaharui,
digantikan, atau dihapuskan. Dengan demikian, harmoni nuansa hijau perundang-
undangan Indonesia yang bernafaskan nilai-nilai universal Islamic eco-ethics akan
tercipta dalam kehidupan berkonstitusional.

Penerapan Islamic eco-ethics sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi
hijau di Indonesia dianggap mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul
dalam implementasi ekonomi hijau sekarang ini. Argumen ini dilandasi dengan
fakta berupa keselarasan Islamic eco-ethics dengan sosiokultural masyarakat,
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Islamic eco-ethics yang dapat diterima. Contohnya, diseminasi ekonomi hijau
bernafaskan nilai-nilai universal Islamic eco-ethics (mengaitkan isu-isu
lingkungan dengan aspek ketuhanan) mengakibatkan penurunan sikap pasif
masyarakat. Inkonsistensi pemerintah dan disharmoni perundang-undangan juga
dapat diatasi dengan diseminasi pasal-pasal UUD 1945 yang telah menjadi legal
basis ekonomi hijau berbasis Islamic eco-ethics pada lembaga-lembaga
perundang-undangan. Selain itu, permasalahan inequalitas yang diakibatkan
distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan
prinsip al-adl (keadilan), Maslahah (kepentingan publik) dan Musawah
(kesetaraan). Berbagai kendala yang muncul akan teratasi dikarenakan Islamic
eco-ethics merupakan konsep yang didasari pedoman-pedoman yang diatur oleh
sang Pencipta.

Berdasarkan analisis diatas, Sebagai negara yang mengalami degradasi
lingkungan yang masif, sebaiknya negara Indonesia memiliki model
perekonomian yang benar-benar hijau dan selaras dengan karakteristik bangsa
Indonesia. Hal ini sangatlah urgen dikarenakan problematika penerapan ekonomi
hijau yang berasal dari kancah internasional maupun nasional berpotensi
menimbulkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem dan
pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembentukan model tersebut sebaiknya
menggunakan basis filosofis Islamic Eco-ethics yang telah teruji keselarasannya
dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan telah memiliki legal basis berupa
pasal 28 ayat (1), pasal 33 ayat (4) dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dengan
demikian, realisasi agenda ini bukan sekedar personifikasi kontribusi nilai-nilai
ekonomi Islam terhadap ekonomi hijau, tapi juga merupakan pengejawantahan
konstitusi dan sosiokultural masyarakat indonesia demi membangun bangsa

Indonesia yang bermartabat.
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